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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia sebagai negara kesatuan mempunyai kedaulatan penuh 

atas kehidupan bangsanya sendiri. Sebagai negara kesatuan, maka daerah 

merupakan bagian yang tak terpisahkan untuk melaksanakan pemerintahan. 

Dalam melaksanakan pembangunan negara, tidak mungkin sama persis 

pelaksanaannya antara daerah satu dengan daerah lainnya. Hal ini disebabkan oleh 

luasnya wilayah dan keterbatasan kemampuan negara. Sebagai negara yang 

memiliki wilayah yang luas, yang terdiri dari wilayah kepulauan dengan kondisi 

perekonomian yang berbeda-beda setiap wilayahnya, menjadikan negara 

Indonesia tidak mampu untuk melakukan pembangunan yang diselenggarakan  

secara nasional saja. Juga tidak sesuai dengan prinsip demokrasi jika urusan 

pemerintahan di seluruh wilayah negara dilakukan hanya oleh pemerintah pusat. 

Salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan mengadakan 

sistem pemerintah di tiap-tiap daerah atau provinsi yang selanjutnya disebut 

Pemerintah Daerah, karena luasnya daerah-daerah di negara Indonesia yang 

terbagi atas beberapa provinsi, kabupaten serta kota maka daerah-daerah tersebut 

memiliki pemerintahan daerah dengan maksud guna mempermudah kinerja 

pemerintah pusat terhadap daerahnya sehingga digunakanlah suatu asas yang 

dinamakan asas otonomi. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan 

kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi 

dan tugas pembantuan (UUD Negara Republik Indonesia Pasal 18 Ayat 2). 

Dengan demikian pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, 

kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan 

pemerintah pusat.  

Pada dasarnya pembangunan nasional dan keuangan nasional berasal dari 

daerah sehingga dalam pengembangan daerah dibutuhkan pendayagunaan potensi 

daerah secara optimal. Peran pemerintah daerah dalam menggali serta 

mengembangkan potensi daerah sebagai sumber pendapatan daerah sangat 
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menentukan dalam keberhasilan pelaksanaan dan pembangunan masyarakat 

daerah, oleh karena itu penyerahan dana pembangunan dan pengolahannya harus 

dilakukan secara efektif dan efisien. 

Proses desentralisasi pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah pusat 

terhadap pemerintah daerah sebagai wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah 

memberikan konsekuensi pemerintah daerah dapat menyelenggarakan 

pemerintahannya sendiri. Otonomi daerah di negara Indonesia dituangkan dalam 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Implementasi dari kebijakan otonomi 

daerah yang diamanatkan oleh kedua undang-undang tersebut tidak mudah untuk 

diwujudkan, sebagaimana halnya dalam pembuatan kebijaksanaan publik itu 

sendiri, apalagi untuk sebuah kebijaksanaan yang bertujuan untuk membawa 

peubahan yang besar. 

Kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan, 

mengatur pemerintahan, dan mengelola daerahnya sendiri menjadi semakin luas. 

Kewenangan yang luas diberikan pada daerah kabupaten atau kota sesuai dengan 

potensi dan kemampuan yang dimiliki masing-masing. Daerah kabupaten atau 

kota memiliki kewenangan pula untuk membuat kebijakan daerah untuk 

memberikan pelayanan kepada publik dengan baik, meningkatkan peran serta, dan 

pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen sumber 

pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Asli 

Daerah yang sah, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 285 ayat 1. Retribusi 

daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai 

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan 

dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan 

(UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 1). Retribusi adalah pungutan daerah sebagai 
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pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan 

atau diberikan oleh pemda untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Saragih, 

2003: 65). Retribusi daerah pada dasarnya dikelola sendiri oleh setiap daerah, 

maksudnya untuk pengelolaan retribusi daerah ini antara daerah yang satu dan 

daerah yang lain berbeda-beda. 

Pengelolaan retribusi pasar sudah cukup baik, hasil penelitian Hasanah 

(2005) menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi di Pasar Johar Semarang sudah 

dilakukan cukup baik. Hal ini terlihat dari aspek pelaksanaan sistem administrasi 

yang sudah berjalan dengan cukup baik, adanya petugas tetap dan petugas 

cadangan sehingga meskipun hari libur tetap ada pungutan retribusi harian, dan 

pengawasan yang cukup ketat terutama dalam mengatasi kelalaian pembayaran 

retribusi. Sedangkan dari aspek pemanfaatan hasil dari retribusi pasar ini, dirasa 

belum optimal. Hal ini terjadi karena keterbatasan dana dari pemerintah, dimana 

semua hasil retribusi disetorkan ke Dinas Pasar untuk di masukkan ke kas daerah 

dan apabila pasar membutuhkan dana operasional maupun non operasional maka 

harus mengajukan permohonan terlebih dahulu. 

Berkaitan dengan persepsi pedagang mengenai pengelolaan retribusi pasar 

di Pasar Johar Semarang diperoleh kesimpulan bahwa pengelolaannya dirasakan 

cukup baik terutama dilihat dari sikap petugas yang ramah sedangkan untuk 

memenuhi pelayanan pedagang swadaya sendiri. Sementara itu, terkait dengan 

faktor pendukung dan penghambat, disimpulkan bahwa faktor yang mendukung 

adalah kesadaran para pedagang untuk swadaya dalam memenuhi pelayanan 

publik mereka, sistem organisasi yang baik, petugas yang terampil, prosedur yang 

mudah dan adanya paguyuban dagang yang mau kerjasama dengan pemerintah. 

Sedangkan, faktor penghambat adalah dalam hal pemberian pelayanan masih 

terdapat banyak PKL yang tidak berijin dan kurangnya kesadaran pedagang untuk 

membayar retribusi tepat waktu dan sesuai tarif. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah, salah satu objek retribusi adalah jasa umum. Jasa umum 

adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan 

kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau 
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badan (UU No 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 66). Jenis retribusi jasa umum salah 

satunya adalah retribusi pelayanan pasar. Retribusi pelayanan pasar ini 

memberikan kontribusi yang cukup potensial terhadap peningkatan pembangunan 

dan kesejahteraan masyarakat, untuk itu pemerintah daerah harus benar-benar 

menggunakan hasil retribusi pelayanan pasar ini dengan sebaik-baiknya.  

As highly related to the investors' earnings expectations and trading 

decision-making behavior, securities transaction tax (STT) has long been 
regarded as a typical regulatory mechanism exploited by policy makers. 
However, neither theoretical analysis nor empirical studies reach consensus 

about the role and policy effect of the securities transaction tax. Within the 
framework of agent-based computational finance, this paper presents a new 

artificial stock market model with heterogeneous agents, which allows us to 
assess the impacts of varying STTs on market behavior to come to robust 
conclusions. First we investigate the dynamics of benchmark market with no 

tax levied, and then market behaviors with different STTs are thoroughly 
checked. The results show that a modest transactions tax does contribute to 

stabilize markets by reducing market volatility, but its negative effects on 
market efficiency cannot be ignored at the same time. The findings suggest 
that regulatory authorities should introduce STT discreetly to strike a 

balance between stability and efficiency (Research Result Hongquan Li dkk, 
2013, Securities Transaction Tax and Stock Market Behavior in an Agent-

based Financial Market Model).  
 

Kebijakan pelaksanaan retribusi dan atau pajak menjadi kepentingan banyak 

negara untuk mendukung pembangunannya. Penelitian Hongquan Li dkk 

menunjukkan bahwa pajak transaksi sederhana yang berkontribusi untuk 

menstabilkan pasar dengan mengurangi volatilitas pasar, tetapi efek negatif pada 

efisiensi pasar tidak dapat diabaikan pada saat yang sama. Temuan menunjukkan 

bahwa pihak berwenang harus memperkenalkan pajak transaksi efek diam-diam 

untuk menyerang keseimbangan antara stabilitas dan efisiensi (Hasil Penelitian 

Hongquan Li dkk, 2013, berjudul Securities Transaction Tax and Stock Market 

Behavior in an Agent-based Financial Market Model). 

In order to realise economies of scale in the European single market for 
investment funds, asset managers have typically sought to distribute a single 

range of investment funds into as many European markets as possible. They 
have therefore developed an ‘offshore’ business model: of establishing a 
single fund range in, say, Luxembourg or Dublin, and distributing that 

range throughout the EU. European legislation has evolved in support of 
that business model‐in particular, the UCITS Directive. However, persistent 
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tax discrimination continues to undermine cross‐border sales. Tax 

discrimination is illegal, and the European Court of Justice has regularly 
ruled against countries with discriminatory fiscal regimes. The vagaries of 

the judicial process, though, and recent jurisprudence, may unwittingly lend 
strength to discrimination (Research Result Barker, 2004, Taxation and 

Corporate Strategy in The Single Market). 
 

Tantangan untuk mencapai target ekonomi yang tinggi di pasar tidaklah 

mudah, sebagaimana hasil penelitian Barker menunjukkan bahwa dalam rangka 

mewujudkan skala ekonomi di pasar tunggal Eropa untuk dana investasi, manajer 

aset biasanya berusaha untuk mendistribusikan berbagai dana tunggal investasi ke 

banyak pasar di Eropa. Oleh karena itu mereka telah mengembangkan model 

bisnis 'lepas pantai': membangun berbagai dana tunggal. Undang-Undang Eropa 

telah berkembang dalam mendukung model bisnis, khususnya UCITS Directive. 

Namun, diskriminasi pajak terus menggerogoti penjualan lintas perbatasan. 

Diskriminasi pajak adalah ilegal, dan Pengadilan Eropa Kehakiman telah teratur 

memerintah negara-negara dengan rezim fiskal diskriminatif (Hasil Penelitian 

Barker, 2004, berjudul Taxation and Corporate Strategy in The Single Market). 

Prescriptions for improving contracting focus on how public managers can 
negotiate, implement, and monitor contracts to enhance service delivery and 

save costs. yet, the well-functioning markets that effective contracting 
requires cannot be taken for granted. all markets risk failure. consequently, 

public managers must manage the market to ensure competition and the 
flow of information about vendor performance, effective contract practices, 
and so on. we supplement transaction cost theory with scholarship on public 

management networks to evaluate refuse services in nine governments in the 
Columbus, Ohio, metropolitan area. our analyses reveal that even in the 

case of refuse collection, where nonspecific asset investments and easily 
measured service outputs and outcomes enhance contracting success, public 
managers looking to improve service delivery still must manage the market 

and the network supporting it (Research Result Brown and Potoski, 2004, 
Managing the Public Service Market). 
 

Pelayanan pasar harus diterapkan dengan sebaik-baiknya. Resep untuk 

meningkatkan kontrak fokus pada bagaimana manajer umum dapat bernegosiasi, 

menerapkan, dan memantau kontrak untuk meningkatkan pelayanan dan 

menghemat biaya. Namun, pasar yang berfungsi dengan baik yang memerlukan 

kontrak efektif tidak dapat diterima begitu saja. Semua pasar berisiko kegagalan. 

Akibatnya, manajer publik harus mengelola pasar untuk menjamin kompetisi dan 
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arus informasi tentang kinerja penjual, praktek kontrak efektif, dan sebagainya. 

Kami melengkapi teori biaya transaksi dengan beasiswa pada jaringan manajemen 

publik untuk mengevaluasi layanan sampah di sembilan pemerintah di Columbus, 

Ohio, daerah metropolitan (Hasil Penelitian Brown dan Potoski, 2004, berjudul 

Managing the Public Service Market). 

Terkait hasil penelitian di atas, maka dapat dikemukakan bahwa dalam 

pelaksanaan retribusi dan atau pajak menjadi kepentingan banyak negara untuk 

mendukung pembangunannya. Tiap-tiap negara memiliki kebijakan yang berbeda 

antara negara yang satu dengan negara yang lainnya dalam mengembangkan serta 

mendukung pembangunanya. Keberhasilan dalam pelaksanaan retribusi dan atau 

pajak bergantung pada masing-masing kinerja pemerintah daerah pada tiap-tiap 

daerah atau negara. Jika kebijakan dari tiap-tiap daerah atau negara dilaksanakan 

dengan sebaik-baiknya serta berpedoman pada undang-undang yang berlaku pada 

masing-masing negara, maka keberhasilan dalam pelaksanaan retribusi dan atau 

pajak akan tercapai.  

Peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian sejenis, memfokuskan hal 

yang sama terkait retribusi dan atau pajak di pasar, adanya perbedaan dalam 

penelitian ini khususnya dalam hal pelaksanaannya atau pelayanannya di pasar, 

dengan studi kasus yang dilaksanakan di Pasar Delanggu Kecamatan Delanggu 

Kabupaten Klaten. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas 

halaman atau pelataran, bangunan berbentuk los dan atau kios dan bentuk lainnya, 

yang khusus disediakan untuk pedagang barang dan jasa yang dikelola oleh 

pemerintah (Perda Kabupaten Klaten No. 18 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 45). 

Sedangkan retribusi pelayanan pasar adalah pungutan daerah sebagai pembayaran 

atas jasa umum yang meliputi pelayanan dan penyediaan fasilitas pasar yang 

berupa tempat dasaran, pelataran, los dan atau kios yang dikelola oleh pemerintah 

(Perda Kabupaten Klaten No. 18 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 52).  Pelaksanaan perda 

tersebut yang menjadi topik penelitian ini. 

Penelitian mengenai retribusi tersebut menjadi menarik terkait dengan 

beberapa kasus. Misalnya kasus tidak bayar tunggakan retribusi, pedagang tidak 

dijatah kios. Pemerintah Kota (Pemkot) Solo akan menagih tunggakan retribusi 



7 
 

para pedagang Pasar Klewer sebelum terjadi kebakaran, akhir 2014 silam. 

Pelunasan tunggakan retribusi menjadi syarat wajib bagi pedagang agar bisa 

menempati pasar tersebut setelah dibangun. Menurut Kepala Dinas Perdagangan 

(Disdag) Solo, bagi pedagang yang tidak melunasi tunggakan retribusi akan 

dicoret dari daftar penerima kios, dia tidak ingin gara-gara tunggakan retribusi 

belum dilunasi, pedagang dicoret dari daftar penerima kios pasar tekstil terbesar di 

Jawa Tengah ini. Penagihan retribusi segera dilakukan. Mekanisme penagihan 

dengan melayangkan surat resmi ke pedagang dengan melayangkan surat resmi ke 

pedagang yang menunggak retribusi berikut dengan perincian tunggakannya. 

Selain itu pedagang harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), bersedia 

membayar retribusi secera elektronik atau e-retribusi dan tidak menunggak 

retribusi (Solopos, 07 Januari 2017). 

Juga adanya kasus penyimpangan penarikan retribusi pasar, empat 

perangkat desa ditangkap karena menarik retribusi tidak sesuai ketentuan. Tim 

Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Polres Cimahi mengamankan empat 

orang perangkat Desa Giriasih Batujajar Kabupaten Bandung Barat. Keempatnya 

diduga melakukan pungli terhadap kendaraan-kendaran yang lewat di jalan 

Giriasih. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Tim Saber Pungli Polres Cimahi 

yang dipimpin oleh Kanit Reserse Umum Polres Cimahi, langsung melakukan 

penggerebekan di tempat pemungutan retribusi yang berada persis di depan kantor 

Desa Giriasih. Seorang perangkat desa yang diamankan mengakui bahwa setiap 

kendaraan angkutan yang lewat di jalan tersebut diwajibkan membayar retribusi. 

Uang tersebut digunakan untuk kebutuhan kas desa, keperluan RT/RW dan lain-

lain (Jawa Pos, 20 Januari 2017). 

Pelaksanaan retribusi pelayanan pasar tidak akan berjalan dengan baik 

apabila dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah 

serta tidak sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku dalam daerah tersebut. 

Peran pemerintah daerah untuk memantau potensi daerah yang dimiliki sangat 

diperlukan yaitu untuk mmendukung serta memajukan pembangunannya. Pasar 

Delanggu sebagaimana pasar lainnya di kabupaten Klaten memiliki potensi yang 

dapat digunakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten 
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Klaten. Alasan penulis dalam meneliti di Pasar Delanggu Kabupaten Klaten 

karena pasar tersebut merupakan pasar tradisional semi modern yang sudah cukup 

lama beroperasi di Klaten, sebagai pasar tradisional yang sudah cukup lama 

beroperasi sampai sekarang dan masih tetap ada hingga sekarang. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis sebagai mahasiswa Program 

Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) tertarik untuk 

mengadakan penelitian tentang “Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar” Studi 

Kasus di Pasar Delanggu Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten. Hal tersebut 

dikarenakan berkaitan dengan mata kuliah di semester VI yaitu Otonomi Daerah 

dan Pemerintahan Desa. Hal ini terkait dengan materi yang ada pada mata 

pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di SMP kelas IX semester 1 

Standar Kompetensi (SK) yaitu memahami pelaksanaan otonomi daerah dan 

Kompetensi Dasar (KD) ialah mendeskripsikan pengertian otonomi daerah.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan 

permasalahan yang diteliti lebih lanjut sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan retribusi pelayanan pasar pada Pasar Delanggu 

Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten? 

2. Bagaimana kendala pelaksanaan retribusi pelayanan pasar pada Pasar 

Delanggu Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten?  

3. Bagaimana solusi dari kendala pelaksanaan retribusi pelayanan pasar pada 

Pasar Delanggu Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang 

hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan retribusi pelayanan pasar pada Pasar 

Delanggu Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten. 

2. Untuk mendeskripsikan kendala pelaksanaan retribusi pelayanan pasar pada 

Pasar Delanggu Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten. 
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3. Untuk mendeskripsikan solusi dari kendala pelaksanaan retribusi pelayanan 

pasar pada Pasar Delanggu Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu manfaat 

teoritis dan manfaat praktis, dengan penjelasan sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam 

pengembangan konsep pelaksanaan retribusi pelayanan pasar. 

b. Hasil kajian dapat dijadikan dasar untuk penelitian berikutnya yang sejenis. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi baru mengenai pelaksanaan retribusi pelayanan pasar.  

b. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pengetahuan baru 

mengenai pelaksanaan retribusi pelayanan pasar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


